BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam harus yakin bahwa Allah SWT, tidak
menciptakan manusia seperti juga tidak menciptakan jin kecuali
untuk beribadat kepada-Nya secara keseluruhan, baik secara
sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, maupun
sebagai anggota masyarakat dan kesetian makhluk pada
umumnya. Dalam pelaksanaan ibadat tersebut, Allah telah
mengatur caranya baik dalam bentuk ibadat khusus yang telah
ditentukan cara, waktu dan tempatnya, seperti sholat, puasa dan
haji, maupun dalam bentuk ibadat secara umum. Ibadat secara
umum berupa pengabdian kita kepada-Nya melalui pengabdian
untuk kepentingan kemanusian dan kemasyarakatan, yaitu untuk

kepentingan umum atau kepentingan jamaah.

Pelaksanaan ibadat dipraktekan dan dimanifestasikan
melalui pengabdian keseluruhan dari manusia beserta segala apa
yang dimilikinya. Ada ibadat melalui bentuk pengabdian badan,
seperti puasa, sholat atau juga melalui bentuk pengabdian berupa
pengorbanan apa yang kita miliki baik berupa harta benda atau
ilmu pengetahuan, bentuk ibadat tersebut seperti zakat, shodaqoh,

mengajar/memberi ilmu, di samping ada juga secara bersama



badan dan harta, seperti ibadah haji." Islam adalah agama yang
kamil, meliputi semua aspek kehidupan, tak terkecuali bidang
ekonomi, termasuk wakaf.?Dalam catatan sejarah Islam, wakaf
sudah dipraktekkan baik dalam bentuknya yang masih tradisional
atau konvensional, dalam arti bentuk wakaf berupa benda-benda
tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau

wakafi tunai (cash wagqf).?

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, mengadopsi sistem
hukum dalam ajaran Islam, namun pada pelaksanaannya
kemudian wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum
dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat
Indonesia. Sehingga tidak jarang membangun masjid, Pesantren
dan Sekolah-sekolah dilakukan secara bersama-sama atau
bergotong-royong. Pada masa sebelum kemerdekaan, lembaga
perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama
Islam. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari banyaknya
kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Demak,
Kerajaan Pasai dan lain-lain. Bahkan praktek pelembagaan wakaf
yang selama ini dilakukan diberbagai negara telah di praktekan di
Indonesia. Bahkan pelembagaan wakaf tersebut masih

berlangsung sampai sekarang.

'Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Jakarta: Darul
Ulum Press, 1999), h.1-2.

2Yusny Saby, Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry
(Banda Aceh: Ar-Nariry Press dengan Yayasan PENA Banda Aceh, Divisi
Penerbitan, 2008), h.307.

® Achmad Dju

naidi, Menuju Wakaf Era Produktif (Depok: Mumtaz Publishing,
2007), h.27.



Kebiasaan berwakaf yang hanya diatur oleh hukum adat
yang sifatnya tidak tertulis dan mengadopsi nilai-nilai ajaran
Islam, pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda disikapi
dengan serius, “terlepas dari kepentingan penjajahan”, ini terbukti
dengan lahirnya Bijblad 1905 No0.6196, Bijblad 1931 No0.1253,
Bijblad 1934 N0.13390 dan Bijblad 1935 N0.13480. Setelah
diprakts 18 tahun kemudian dikeluarkan petunjuk tentang wakaf
dari Departemen Agama tanggal 22 Desember 1953. Pada masa
kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih
dari pemerintah Nasional, antara lain melalui Departemen
Agama. Walaupun sebenarnya undang-undang tentang
perwakafan tanah lahir 15 tahun setelah Indonesia mereka,
namun sebelum lahirnya Undang-undang tentang perwakafan
tanah, Pemerintah melalui Departemen Agama melahirkan

beberapa petunjuk tentang pelaksanaan wakaf.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijumpai
pembahasan tentang wakaf yaitu terdapat pada Buku Ill yang
menjelaskan tentang hukum perwakafan bahwa wakaf dijelaskan
sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya
dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentigan
ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.’

Dan terdapat pula penjelasan tentang wakaf dalam Undang-

*Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat
(Samarinda: Pustaka Pelajar, 2007), h. 41-43

> Suparman Usman, Hukum Islam (Jakarta:Gaya Media Pratama,
2001), h.262.



Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
bahwa wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau

kesejahteraan umum menurut syari’ah.®

Kebiasaan masyarakat lebih banyak menggunakan
pernyataan lisan pada saat ingin mewakafkan sebagian hartanya
tanpa menyertainya dengan bukti tertulis (seperti akta ikrar
wakaf/sertifikat wakaf), sehingga banyak harta wakaf yang hilang
karena tidak adanya bukti setelah dikelola oleh beberapa
generasi.’'Dalam kondisi sekarang ini dimana kebutuhan dan
penggunaan tanah semakin luas, maka tanah wakaf yang tidak
ada surat-suratnya tersebut sering berpindah tangan kepada
orang-orang yang tidak bertanggung jawab.Atas dasar hal
tersebut, maka pemerintah bersama-sama masyarakat telah
banyak melakukan upaya untuk menerbitkan dan mengamankan
tanah wakaf, diantaranya dengan telah dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik.®

Dan untuk mendapatkan bukti autentik atau surat-surat

yang sah untuk perwakafan maka diatur dalam Undang-Undang

® Departemen Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf(Edisi Kedua), h.3.

"Departemen Agama, Strategi pengembangan wakaf tunai di
Indonesia (Direktorat pemberdayaan wakaf, 2007), h.2.

8Suparman Usman, Hukum Perwakafan..., h.v.



Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa dalam
suatu perwakapan harus adanya ikrar wakaf, yaitu penyertaan
kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan
kepada Nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.® Jika
tidak dilakukannya pencatatan ikrar wakaf dikhawatirkan akan
terjadi sengketa pada harta wakaf tersebut dikemudian
harinyakarena tidak adanya administrasi atau bukti bahwasannya
harta tersebut telah di wakafkan.

Dalam hal ini penulis menemukan salah satu
permasalahan tentang perwakafan yang ada di Desa Kaliasin
Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, yaitu masih ada
tanah wakaf yang tidak memiliki bukti bahwa tanah tersebut
adalah tanah wakaf, hal itu terjadi karenatidak dilakukannya
pencatatan ikrar wakaf antara wakif dan nazir secara tertulis
diawal penyerahan benda wakaf. Sehingga tidak adanya Akta
Ikrar Wakaf (AIW) selanjutnya disingkat AIW, untuk melegalkan
atau menjadi bukti yang mampu menujukan bahwa tanah tersebut
telah diwakafkan. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk
mengambil  judul “PROBLEMATIKA PENCATATAN
IKRAR WAKAF (Studi Kasus di Desa Kaliasin Kecamatan
Sukamulya Kabupaten Tangerang)”. Alasan peneliti
melakukan penelitian tersebut karena peneliti merasa hal ini
sangat perlu dilakukan pendekatan secara lebih mendalam,
mengingat masih banyak masyarakat yang mewakafkan hartanya

hanya secara lisan dan tanpa mendaftarkannya ke PPAIW.

°Departemen Agama, Undang-Undang..., h.3.



B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana kondisi perwakafan di Desa Kaliasin?

2. Bagaimana problematika pencatatan ikrar wakafdi Desa
Kaliasin?

3. Bagaimana AIW dalam peraturan atau perundang-
undangan?

C. Fokus Penelitian

Penelitian di fokuskan pada penelitian dalam bentuk
studi kasus di Desa Kaliasin Tentang Problematika Pencatatan
Ikrar Wakaf.

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kondisi perwakafan di Desa Kaliasin.
2. Untuk mengetahuiproblematika pencatatan ikrar wakafdi
Desa Kaliasin.
3. Untuk mengetahuiAIW dalam peraturan atau perundang-
undangan.
E. Manfaat/Signifikasi Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari
penulisan skripsi ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu
pengetahuan, informasi dan masukan terutama pada

bidang Hukum Keluarga khususnya dalam masalah



perwakafan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan

acuan bagi peneliti berikutnya.
2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga dijadikan
masyarakat sebagai penyadaran dan mengetahui peraturan
wakaf tentang tujuan wakaf serta lebih memperhatikan
arti akan pentingnya AIW untuk kejelasan dari status
hukum tanah wakaf itu sendiri. Dan untuk menumbuhkan
rasa tanggung jawab terhadap masalah perwakafan dan
diwujudkan dalam bentuk yang sederhana, yakni:
perlunya mewujudkan dalam bentuk solidaritas untuk
menjaga tanah wakaf sebagai bentuk rasa cinta terhadap

sesama umat Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang wakaf pernah dilakukan oleh pihak
lain yang dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang
berkaitan dengan penelitian antara lain:

Dewiyani dari TAIN “Sultan Maulana Hasanuddin
Banten” Serang, tahun 2013 dengan judul “Pelaksanaan Wakaf
Tunai Pasca Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf (Studi di Kementrian Agama Kota
Cilegon)”.Penelitian ini mengambil studi kasus di Kementrian
Agama Kota Cilegon, hasil penelitian yang dilakukan dilapangan
mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan
terhadap wakaf tunai pasca Undang-Undang Nomor 41 tahun

2004 tentang Wakaf di Kementrian Agama Kota Cilegon.



Muntahiah dari TAIN “Sultan Maulana Hasanuddin
Banten” Serang, tahun 2010 dengan judul “Kedudukan Ikrar
Wakaf Terhadap Perubahan Status Benda Wakaf Menurut
Hukum Islam dan Hukum Positif”,penelitian di atas
mengambil studi pustaka.Hasil penelitian diatas menjelaskan
tentang bagaimana kedudukan ikrar wakaf dalam perwakafan
yang meliputi perubahan status wakaf serta analisis perbandingan
kedudukan ikrar wakaf terhadap perubahan status benda wakaf
menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Ririn Risnawati dari IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin
Banten” Serang, tahun 2016 dengan judul “Minat Masyarakat
Padarincang Terhadap Wakaf Tanah (Studi Kasus di Desa
Kadubereum)”.Penelitian ini mengambil studi kasus di Desa
Kadubereum, hasil penelitian yang dilakukan di lapangan
mendeskripsikan  tentang bagaimana minat masyarakat
Kadubereum terhadap wakaf tanah.

G. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi wakaf (waqf) di dalam bahasa Arab
berarti habs yang artinya menahan, mencegah, berhenti atau diam
ditempat atau tetap berdiri atau penahanan.’’Dalam Pasal 2 UU
Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, ditentukan bahwa wakaf
sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Selanjutnya dalam
Pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf
sebagai berikut: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf,
Peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Wakaf

dinyatakan sah apabila telah terpenuhi  rukun dan

10 Abd Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: KENCANA, 2010), h.369.



syaratnya.Rukun wakaf itu ada 4 vyaitu: wakif, maukuf,
maukuf’alaih dan shighat.

Berdasarkan Pasal 17-21 UU Nomor 41 tahun 2004
tentang Wakaf ditentukan bahwa lkrar Wakaf dilaksanakan oleh
Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh
2 orang saksi. lkrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau
tulisan serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW. Dalam hal
wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak
dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang
dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan
surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk
melaksanakan ikrar wakaf, wakaf khusunya menyerahkan surat
dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada
PPAIW.

Shigat atau ikrar ialah pernyataan kehendak dari wakif
untuk mewakafkan tanah miliknya (Pasal 1 ayat angka 3). Pihak
yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya
secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan PPAIW yang
kemudian menuangkan dalam bentuk Akta lkrar Wakaf dengan
disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi (Pasal 5 ayat 1).*

Di Indonesia sendiri masih banyak harta wakaf
khususnya tanah yang belum memiliki sertifikat wakaf, bahkan
belum diikrarkan secara tertulis. Rasa acuh atau tidak peduli
terhadap AIW di masyarakat masih sangat tinggi, hal ini dapat
dilihat dari banyaknya masyarakat yang mewakafkan

harta/tanahnya hanya dengan ikrar secara lisan dan tidak di

1 Abd Shomad, Hukum Islam..., h.372-378.
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tuangkan menjadi  AIW, hal tersebut terjadi karena adanya
problematika dalam pembuatan ikrar wakaf atau AIW baik dari
Wakif, Nazhir atau PPAIW.
H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
lapangan(Field Research) ditinjau dari
tempatnya.Sedangkan jenis penelitian ini adalah
kualitatif, ~Bodgan dan Taylor mendefinisikan
metodologi  penelitian  kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini
diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara
holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh
mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam
variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya
sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.*?
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Kaliasin
Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
3. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

observasi  untuk  mencari data  mengenai

?Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2017), h.4.
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problematika pencatatan ikrar wakaf yang terjadi di
desa Kaliasin. Observasi merupakan suatu proses
yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua
diantara yang terpenting adalah proses-proses
pengamatan dan ingatan.
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan
data karena peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang
akan diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-
hal dari responder (penjawab)** yang lebih
mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara
terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat
dilakukan dengan tatap muka maupun dengan
menggunakan telepon.”> Dalam hal ini peneliti
mewawancarai Nazir atau penerima wakaf di Desa
Kaliasin, Kepala KUA/PPAIW (Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf) dan tokoh masyarakat.
3. Dokumentasi

Dalam hal ini kegiatan perolehan data atau
pengetahuan bersumber dari buku, file, gambar dan

sumber lainnya yang berkenaan dengan pembahasan

13 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.145.

M. K. Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta:
SANDRO JAYA), h.424.

15 Sugiyono, Metode Penelitian,...,h. 138.
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yang dibahas oleh peneliti guna memperoleh teori
atau informasi yang dibutuhkan.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan
metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan
menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek
pembahasan yang didapat dari lapangan, kemudian
menjabarkan data-data yang sudah diperoleh.*
5. Teknik Pemaparan Data
Teknik pemaparan data penelitian karya ilmiah
ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi”
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan
Maulana Hasanuddin Banten.
I. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari

lima bab yaitu:

Bab pertama,pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang
Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan
Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu

yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Babkedua, pada bab ini akan dibahas sekilas tentang
Gambaran Umum Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya
Kabupaten Tangerang terdiri dari: Letak Geografis, Data

Demografis dan Kondisi Sosiografis.

16 Sugiyono, Metode Penelitian,...,h. 240.
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Bab ketiga, dalam bab ini terdiri dari: Kajian Teoritis
tentang Perwakafan, meliputi definisi wakaf, dasar hukum wakaf,
macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf, kedudukan harta

wakaf dan nazir.

Bab keempat, bab ini membahas bagaimana kondisi
perwakafan di Desa Kaliasin, untuk mengetahui problematika
pencatatan ikrar wakaf di Desa Kaliasin dan untuk mengetahui

AIW dalam peraturan atau perundang-undangan.

Bab kelima, penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan
Saran-saran, Kesimpulan diperoleh berdasarkan uraian dan
penjelasan secara keseluruhan dari bab-bab terdahulu. Kemudian

dibagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB Il
GAMBARAN UMUM DESA KALIASIN

A. Letak Geografis
Desa Kaliasin merupakan salah satu desa yang terdapat
di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 menjelaskan bahwa
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah
penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya
kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi
pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.'’Dilihat dari segi administratif
Desa Kaliasin memiliki bentuk areal tanah yang posisinya
memanjang, Yyaitu dari arah timur ke barat dengan dikelilingi oleh
batas-batas sebagai berikut:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Buniayau.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukamulya.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan dua desa yaitu Desa
Merak dan Desa Benda.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukamulya.
Dilihat dari segi ukuran jarak jauh, antara Desa Kaliasin

dengan pusat pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

Yhttps://carapedia.com/pengertian_definisi_desa_info2128.html,diaks
es hari Rabu 17 Oktober 2018 pukul 11:30 WIB.

14
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1. Jarak dari Desa Kaliasin menuju Pusat Pemerintahan
Kecamatan 3 Km.
2. Jarak dari Desa Kaliasin menuju Pusat Pemerintahan Kota
21 Km.
3. Jarak dari Desa Kaliasin menuju Kota/lbukota Kabupaten
21 Km.
4. Jarak dari Desa Kaliasin menuju Ibukota Provinsi 41 Km.
Dilihat dari segi luas tanah, desa Kaliasin mempunyai area
seluas 3085 Ha yang terdiri dari tanah darat dan tanah sawah.
B. Data Demografis
Dalam tata pemerintahan, desa Kaliasin dipimpin oleh
seorang kepala desa dibantu oleh beberapa staf dan juga oleh 3
(Tiga) Kejaroan, yang terdiri dari 6 (Enam) Rukun Warga (RW)
yang didalamnya terdapat 26 (Dua Puluh Enam) Rukun Tetangga
(RT).

TABEL |
JUMLAH APARAT DESA MENURUT PERSONIL

No Aparat Desa Personail
1 | Kepala Desa 1 Orang
2 Badan Perwakilan Desa 11 Orang
3 Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat 1 Orang
4 Sekretaris Desa 1 Orang
5 | Kasi 3 Orang
6 Kepala Urusan Perencanaan 1 Orang
7 Kapala Urusan Keuangan 1 Orang
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8 Kepala Urusan Umum/TU 1 Orang

Jumlah 20 Orang

Sumber: Data Monografi Desa Kaliasin 2016

Sistem Kepemimpinan Desa Kaliasin pada dasarnya
sama dengan desa-desa yang lain, seperti Kepala Desa yang
bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam
berbagai bidang, termasuk kejadian-kejadian yang terjadi dalam
ruang lingkup desa. Untuk melaksanakan tugas yang diterima
dari pimpinan, Kepala Desa menyampaikan kepada para staf desa
untuk dilaksanakan.

Pada umumnya masyarakat Desa Kaliasin sangat patuh
kepada Kkiyai atau ustadz sebagai pemimpin dalam hal keagamaan
dalam masyarakat yang ada di Desa Kaliasin tersebut. Sehingga
masyarakat sangat mempercayakan urusan yang berkaitan dengan
agama kepada para kiyai atau ustadz tersebut untuk, salah satu
contohnya dalam urusan perwakafan.

Dikarenakan Desa Kaliasin memiliki wilayah yang
sangat luas, maka Desa Kaliasin dibagi menjadi beberapa wilayah
untuk lebih memudahkan dalam mengatur masyarakatnya.

Berikut adalah tabel pembagian wilayah Desa Kaliasin:

TABEL Il
PEMBAGIAN WILAYAH
RW RT
No KEJAROAN (Rukun Warga) (Rukun
Tetangga)

RT 001
1 Kejaroan I RW 001

RT 002
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RT 003
RT 004

RT 005
RT 006
RT 007
RT 008

RW 006

RT 001
RT 002
RT 003
RT 004
RT 005
2 Kejaroan Il RT 008

RW 002

RT 004
RT 005
RW 005 RT 006
RT 007
RT 009

RT 001
RT 002
RT 003
3 Kejaroan Il RT 004

RW 003

RT 005
RW 004 RT 006
RT 007

Sumber: Data Monografi Desa Kaliasin 2016
Dari data-data yang diperoleh penulis dari Kantor Desa

Kaliasin jumlah penduduk seluruhnya 8468 jiwa yang terdiri atas
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2460 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

TABEL Il
KEADAAN PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa
1 Laki-laki 4328
2 Perempuan 4140
Jumlah 8468

Sumber: Data Monografi Desa Kaliasin 2016

Bahwasannya jumlah penduduk antara laki-laki dan
perempuan tidak berbeda jauh dan dari jumlah penduduk di atas,
apabila dilihat dari penggolongan usia dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA
No Usia Jiwa
1 0-15 2.771
2 15-65 2.967
3 65 ke-atas 2.730
Jumlah 8.468

Sumber: Data Monografi Desa Kaliasin 2016
TABEL V
JUMLAH BANGUNAN FISIK DESA KALIASIN
No Keterangan Jumlah

A Prasarana Kesehatan

1 Puskesmas 1
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2 Posyandu 10

3 Kinik 4

B Prasarana Umum

4 Olahraga 3

5 Sumur Desa 6

6 Pasar Desa 1
Jumlah 25

Sumber: Data Monografi Desa Kaliasin 2016
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya Desa
Kaliasin memiliki banyak fasilitas umum yang diperuntukkan
untuk masyarakat. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah
mengakses hal yang mereka inginkan seperti dalam hal
kesehatan, masyarakat bisa mengunjungi puskesmas yang
berlokasi di Desa Kaliasin atau dalam bidang perekonomian,
masyarakat bisa melakukan transaksi jual beli. Selain itu di desa
Kaliasin terdapat 6 (enam) sumur yang diperuntukan bagi
masyarakat umum, dengan itu masyarakat dapat menggunakan
sumur tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
B. Kondisi Sosiografis
1. Sosial Kemasyarakatan
Kondisi sosial masyarakat Desa Kaliasin masih
sangat terjaga dengan baik, akan tetapi tidak dapat dipungkiri
dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih dapat
berdampak langsung kepada beberapa kondisi sosial
masyarakat di Desa Kaliasin baik itu yang bersipat positif

atau negatif. Dampak positif dari hal ini adalah masyarakat
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bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi pada masa
Kini.

Masyarakat Desa Kaliasin merupakan masyarakat
yang masih memegang teguh prinsip kekerabatan dan
bergotong royong, hal ini terbukti ketika salah satu dari
masyarakat ada yang sedang mengadakan acara pernikahan
maka mereka akan saling membantu untuk melancarkan
acara tersebut atau ketika ada salah satu masyarakat Desa
Kaliasin yang meninggal dunia maka meraka akan langsung
membantu proses pengurusan jenazahnya dari awal sampai
akhir dan hal tersebut masih terjadi hingga sekarang.

2. Sosial Keagamaan

Dari data yang telah penulis peroleh, dapat
disimpulkan bahwasannya masyarakat Desa Kaliasin
mayoritas beragama Islam. Adapun masyarakat yang beraga
lain seperti Kristen, mereka hanya mengontrak sebuah ruko
di desa Kaliasin untuk membuka usaha/berjualan saja dan
tidak terdaftar sebagai masyarakat Desa Kaliasin.

Masyarakat Desa Kaliasin pun masih sangat kental
dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama, hal ini dapat
dilihat dari keantusiasan masyarakat dalam pemperingati
hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya
Idul Ahda, Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj dan hari besar Islam

lainnya.
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TABEL VI
SARANA PERIBADATAN
No Jenis Sarana Ibadah Jumlah
1 Masjid 6
2 Mushola 26
3 Majlis Ta’lim 7
Jumlah 39

Sumber: Data Monografi Desa Kaliasin 2016
3. Sosial Pendidikan

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Desa
Kaliasin semakin sadar akan pentingnya pendidikan untuk
menunjang kehidupan dimasa depan. Hal ini dapat dilihat
dari keantusiasan orang tua dalam menyekolahkan anak-
anaknya mulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan

tinggi. Berikut adalah data yang telah penulis dapatkan.

TABEL VII

KEADAAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT

PENDIDIKAN
No | Keterangan Jumlah Jiwa
A | Lulusan Pendidikan Umum
1 | Taman Kanak-kanak 120
2 | Sekoah Dasar/Sederajat 1485
3 | SLTP/Sederajat 387
4 | SLTA/Sederajat 251
5 | Akademi/D1-D3 25
6 | Sarjana 15
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7 Pascasarjana 10
B | Lulusan Pendidikan Khusus
8 | Pondok Pesantren 131
9 Kursus Keterampilan 23
Jumlah 2.429
Sumber: Data Monografi Desa Kaliasin 2016
TABEL VIII
FASILITAS PENDIDIKAN UMUM
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 | Taman Kanak-kanak 3
2 | Sekolah Dasar (SD) 3
3 Madrasah Ibtidaiyah 1
4 | SLTP/Sederajat 3
5 | SLTA/Sederajat 2
6 | Perguruan Tinggi 1
Jumlah 13

Sumber: Data Monografi Desa Kaliasin 2016
TABEL IX

FASILITAS PENDIDIKAN KHUSUS

No Jenis Pendidikan Jumlah

1 Pesantren Salafi 6

2 Kursus Keterampilan 2
Jumlah 8

Sumber: Data Monografi Desa Kaliasin 2016
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan
sudah memadai dengan berbagai macan sarana dan
prasarana, baik itu pendidikan umum atau khusus.
4. Bidang Ekonomi

Dalam hal perekonomian masyarakat Desa Kaliasin
sebagian besar bekerja sebagai pedagang atau menjadi buruh
di suatu pabrik, karena letak Desa Kaliasin tidak terlalu jauh
dengan kawasan industri seperti PT. PEMI, PT. ADI dan
sebagainya. Dan sebagaian yang lainnya bekerja dalam
berbagai bidang yang akan diuraikan pada tabel di bawah ini.

TABEL X

KEADAAN PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN/MATA

PENCAHARIAAN

No | Pekerjaan/Mata Pencaharian Jumlah
1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) 9
2 | TNI/Polri 7
3 | Buruh Pabrik 638
4 | Wiraswasta/Pedagang 670
5 | Petani 241
6 | Tukang 250
7 | Buruh Tani 285
8 | Pensiunan 17
9 | Peternak 11
10 | Jasa 20
11 | Pekerja Seni 3
Jumlah 2.237
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Sumber: Data Monografi Desa Kaliasin 2016

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasannya
mayoritas masyarakat Desa Kaliasin bekerja sebagai buruh
pabrik dan Wiraswasta/Pedagang, akan tetapi di Desa
Kaliasin masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki
pekerjaan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik

internal maupun eksternal.



BAB 111
KAJIAN TEORITIS TENTANG WAKAF

A. Definisi Wakaf

Menurut pengertin bahasa, perkataan “wagf” berasal
dari kata bahasa Arab “waqafa-yaqifu-waqfa” yang berarti ragu-
ragu, berhenti, memperlihatkan, meletakkan, mengatakan,
mengabdi, memahami, mencegah, menahan dan tetap berdiri.
Kata “al-waqf”adalah bentuk masdar dari ungkapan waqgfu al-
syai’yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian secara
umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya
dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbis al-
ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan
yang dimaksud dengan “tahbis al-ashli” ialah menahan barang
yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan, dan
digadaikan kepada orang lain. Pengertian “cara pemanfaatannya”
adalah menggunakan sesuai dengdn kehendak pemberian wakaf
(wakif) tanpa imbalan.'®

Para ahli figih berbeda dalam mendefinisikan wakaf
menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam
memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan

tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

BAbdul Mann, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia,
(Jakarta: KENCANA, 2006), h. 237-238.

25
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1.

Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut
hukum, tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dalam
rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan.
Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak
lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali
dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut
menjadi harta warisan untuk ahli warisnya.Jadi yang timbul
dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu
mazhab Hanafi mendefinisakn wakaf adalah: “Tidak
melakukan suatu tidakan atas suatu benda, yang berstatus
tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya
kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun
akan datang”.
Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak
melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif,
namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan
yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut
kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan
manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk
digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang
dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya
untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.Wakaf
dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa
tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain,
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pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara
pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk
tujuan kebaikan yaitu pemberian manfaat benda secara wajar
sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan
itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak
boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).*®
Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal

Pendapat selanjutnya datang dari Mazhab Syafi’i
dan Ahmad bin Hambal, dalam hal ini mereka berbeda dari
imam mazhab yang lain kedua imam mazhab ini memiliki
pendapat yang sama mengenai definisi wakaf.

Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf
adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan
wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak
boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan,
seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada
yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat,
harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli
warisnya.Wakif ~ menyalurkan  manfaat harta  yang
diwakafkannya kepada Nazhir (yang diberi/penerima wakaf)
sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat
melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar
memberikannya kepada Nazhir. Karena itu mazhab Syafi’i
mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu

tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah

¥ Tulus dkk., (ed.)figih wakaf, ..., h. 2.
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SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu
kebajikan (sosial).
4. Mazhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun
berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan
yaitu menjadi milik mauquf’alaih, meskipun mauquf’alaih
tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf
tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.”

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang
dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977

tentang Perwakafan Tanah Milik adalah:

Perbuatan Hukum seseorang atau Badan Hukum yang
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa
tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya
untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum

lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa dalam figih
Islam wakaf sebernarnya dapat meliputi berbagai
benda.Walaupun berbagai riwayat/hadits yang menceritakan
masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai
ulama memahami bahwawakaf nontanah pun boleh saja asal
bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil

manfaatnya.”

20 Tylus dkk., (ed.) figih wakaf...,h.3.
21 Adijani Al-Alabiiji, perwakafan tanah di Indonesia dalam Teori
dan Praktek,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.26.
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B. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Quran tidak ditemukan ayat yang membahas
wakaf secara khusus akan tetapi hanya ditemukan dalil yang
bersifat umum.Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya wakaf
dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadits Nabi

Muhammad SAW antara lain:

1. Surat Ali-Imran ayat 92

o
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“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkaiin sehahagian harta
yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya. ” (Ali-lmran: 92).%

2. Surat Al-Bagarah ayat 261
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“perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang
orang yang menafkahkan hartanyia di jalan Allah, adalah

?Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka
Al-Mubin, 2013), h. 62.
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serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh ibutir
pada tiap tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan
(ganjiaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah
Maha Kuasa (Kuasa-Nyai) Lagi Maha
Mengetahui.”(0.S.,Al-Bagharoh: 261).2

3. Hadits Nabi Muammadi SAW
Ge Hadl G Al Gpdl ) a0 & aan B
W)l Sae Clal 106 Sae ol 0 e (b Ge gie O
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ZUs ¥ calally Jik ol A Jiss (5 QBTN 35
i Ealanall il il e B8 G G5 G
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“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi
telah mengabarkan kepada kami Sulaim bin Ahdlar Dari Ibnu
‘Aun dari Nafi’ dari lbnu Umar r.a, dia berkata “Umar

mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia

2Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah ..., h. 44.



31

datang kepada Nabi Shallallahu’alaihi wasallam dan meminta
saran mengenai bagian tersebut, Dia berkata, ‘“Wahai
Rasulullah, saya mendaapt bagian tanah perkebunan di Khaibar,
dan saya belum perah mendapatkan harta yang sangat saya
banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan
mengenai kebun tersebut?” beliau menjawab: “Jika kamu mau,
peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya.” Ibnu Umar
berkata, “Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual
pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan.”
Ibnu Umar melanjutkan, “Umar menyedekahkan hasilnya kepada
orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana
perjuangan dijalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan menjamu
tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah
kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan
sepantasnya atau memberi makan temannya dengan tidak

menyimpannya.”
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Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah
vaitu Ibnu Sa’id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah
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menceritakan kepada kami Isma’il Yaitu Ibnu Ja far dari Al ‘Ala
dari Ayahnya dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah
Shallallahu’alaihi Wasallama bersabda: “Apabila salah seorang
manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya,
kecuali tiga perkara: Shodaqoh Jariah,ilmu yang dimanfaatkan
baginyadan anak sholeh yang selalu mendoakan orang

224
tuanya.”

Penafsiran shodaqgoh jariah dalam hadits di atas:

1. Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena
para ulama menafsirkan shodagoh jariah dengan wakaf.
(Imam Muhammad Ismail Al-Kahlani, t.t: 87).

2. Maksud pengarang (mengemukakan) hadits ini sebagali
dalil wakaf, karena para ulama menafsirkan shodagoh
jariah dengan wakaif. (Asy-Syaukani, 1374 H : 127).

3. Yang dimaksud dengan shodaqgoh jariah adalah wakaf.
(Sayid Sabiq, 1971: 378).

4. Para ulama mengelompokkan shodagoh jariyah kepada
wakaf. (Imam Tagiyuddin, Abi Bakr, t.t. : 319).

Dari uraian di atas, ternyata para ulama sepakat bahwa
yang dimaksud shodagoh jariyah dalam hadits tersebut adalah
wakaf. ltulah antara lain beberapa dalil yang menjadi dasar
hukum disyari’atkannya wakaf dalam syari’at Islam. Kalau kita
lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan

wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadat kepada

# Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2011), h. 1575-1576.
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Allah Swt. Melalui harta benda tersebut guna kepentingan orang
lain (umum/masyarakat).”

Selain ayat Al-Quran dan Hadits di atas, terdapatpula
beberapa peraturan atau dasar hukum tentang wakaf. Sebelum
lahir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan di
Indonesia diatur dalam PP. No. 28 Tahun 1977 tentang
perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.”®
C. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa
wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang
tertentu seorang atau lebih, keluarga si wakif atau
bukan.Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri.Apabila
ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya,
lalu kepada cucunya, wakafnya dan yang berhak mengambil
manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan
wakaf.Wakaf jenis ini (wakaf ahli/ dzhurri) kadang-kadang
juga disebut wakaf ‘alal aulad, yaitu keluarga (famili),
lingkungan kerabat sendiri.”’

Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali,
karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan

% gyparman Usman, HukumPerwakafan...,h.31-32.

% Hilman Tagiyudin, “Pemberdayaan Wakaf Sebagai Upaya
Penguatan Ekonomi Umat (Studi Normatif dan Pemberdayaan Wakaf di
Indonesia)” Jurnal Hukum Perdata Islam, h. 283. Penerbit Jurusan hukum
keluarga, fakultas syariah.

*"Tulus dkk, figih wakaf..., h.14.
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dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan silaturrahmi

terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.?

Akan tetapi,
pada perkembangan selanjutnya wakaf dzurri dianggap
kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum,
karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan
dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang diserahi harta
wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut
sudah berlangsung kepada anak cucunya.?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu
(keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap
bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang
jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan
bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir
miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima
wakaf) tidak ada lagi (punah), maka wakaf itu bisa langsung
diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak
cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian
banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam
pembagiannya secara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk
saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi
kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan
dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga
yang diserahi harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu,

seperti: Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk

%8 Tulus dkk, figih wakaf..., h.15.
2% Suparman Usman, HukumPerwakafan...,h. 35.
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keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari
berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai
tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad
Azhar Basyir MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini
sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk
kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan
(kebijakan umum).Seperti wakaf yang diserahkan untuk
keperluan pembagunan masjid, sekolah, jembatan, rumah
sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis
wakaf ini seperti dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad
SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin
Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada umum
dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua
aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia
pada umumnya.Kepentingan umum tersebut bisa untuk
jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan
dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh
lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf
ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin
mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang
sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu
sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif
dapat mengabil manfaat dari harta yang diwakafkannya itu,
seperti wakaf masjid maka si wakif boleh mengambil air
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sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan
Sahabat Utsman bin Affan.

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan
salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan)
harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari
manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana
pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya
peribadatan,  perekonomian, kebudayaan, kesehatan,
keamanan dan sebagainya.Dengan demikian, benda wakaf
tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan
kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau
kerabat yang terbatas.*

D. Rukun dan Syarat Wakaf
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan
syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:
1. Orang-orang berwakaf (Wakif);
2. Sesuatu atau harta yang di wakafkan (Mauquf);
3. Peruntukan wakaf (Mauquf’alaih), yaitu tempat kemana
diwakafannya harta itu; dan
4. Sighat atau Ikrar Wakaf.
Untuk sahnya suatu wakaf, harus dipenuhi beberapa
syarat dari rukun-rukun wakaf di atas, yaitu:**
1. Syarat Wakif, orang yang mewakafkan (wakif)
disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul

ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya.

%*Tulus dkk, figih wakaf..., h. 15-17.
%! Suparman Usman, Hukum Perwakafan..., h. 32.



Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria,

yaitu:

a. Merdeka
Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba
sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran
hak milik dengan cara memberikan hak milik dengan
cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.
Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak
milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah
kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah
mengatakan bahwa para fugaha sepakat, budak itu
boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari
tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan
Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri)
menetapkan bahwa budakdapat memiliki sesuatu
yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru’. Bila
ila dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula
membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia
boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai tabarru’
saja.

b. Berakal Sehat
Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya
sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak
cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.
Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot),
berubah akal karena faktor wusia, sakit atau
kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak
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sempurna dan tidak cakap untuk menggurkan hak
miliknya.

c. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa
(baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang
tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula
untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)
Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang
tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru’), maka
wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.Tetapi
berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di
bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama
hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari
pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya
tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak
benar dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi
beban orang lain.*

2. Syarat Mauquf
Harta benda wakaf hannya dapat diwakafkan
apabila dimiiki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Pasal

15 UU No 41 Tahun 2004).

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang
harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka

panjang,tidak sekali pakai.

%2 Tulus dkk, figih wakaf..., h. 21-23.
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Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau
badan hukum (al-masya’).
Hak milik wakaf yang jelas batas-batas
kepemilikannya. Selain itu benda wakaf merupakan
benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan,
sitaan dang sengketa.
Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan
kepemilikannya.
Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas
untuk maslahat yang lebih besar.
Benda wakaf tidak dapat diperjual belikan,
dihibahkan atau diwariskan.

Dalam Pasal 215 ayat (4) dikemukakan “Benda

wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak
bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya

sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Syarat-syarat benda wakaf menurut kompilasi

harus merupakan benda milik yang bebas dari segala
pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (Pasal 217 ayat

Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan:
(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

a. Benda tidak bergerak; dan
b. Benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud ada

ayat (1) huruf a meliputi:
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Hak atas tanah sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di
atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan
tanah;

Hak milik atas satuan rumah susun sesuai
dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundang-undanganyang berlaku;

Benda tidak bergerak lain sesuai dengan
ketentuan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf badalah harta benda yang tidak bisa habis

karena dikonsumsi, meliputi:

a.

b
c.
d

@

Uang;

Logam mulia;

Surat berharga;

Kendaraan;

Hak atas kekayaan intelektual;

Hak sewa;

Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan
syariah dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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Pasal 32:
PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda
kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.®

. Syarat Mauquf’ Alaih

Yang dimaksud dengan mauquf’alaih adalah
tujuan  wakaf (peruntukan  wakaf).Wakaf harus
dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan
diperbolehkan Syariat Islam.Karena pada dasarnya, wakaf
merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada
Tuhan.Karena mauquf’alaih haruslah pihak
kebajikan.Para fagih sepakat berpendapat bahwa infaq
kepada pihak kebajkan itulah yang membuat wakaf
sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada
Tuhanya.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para
para fagih mengenai jenis ibadat disini, apakah ibadat
menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan
wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam atau
keyakinan wakif.

a. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf’alaih
ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan
menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah

satunya, maka wakaf tidak sah.

#¥Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2015), h. 404-406.



b. Mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf’alaih
untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf
muslim kepada semua syi’ar Islam dan badan-badan
sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada
masjid dan syi’ar-syi’ar Islam.

C. Mazhab Syafi’i dan Hambali mensyaratkan agar
mauquf’alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam
saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu
sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-
badan  sosial seperti  penampungan, tempat
peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti
Masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim
kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan
Islam seperti Gereja.**

4. Syarat Shighat atau Ikrar Wakaf
Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif
untuk mewakafkan tanah benda miliknya (Pasal 215 ayat

(3) KHI jo. Pasal 1 No. 29/1977). Dalam UU No. 41

Tahun 2004 diatur dalam Pasal 17-21 sebagai berikut:

Pasal 17:

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif Keada
Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan
oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta
dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

*Tulus dkk, figih wakaf...., h. 46-47.
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Pasal 18:
Dalam hal Wakif tidak bisa menyatakan ikrar wakaf
secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan
ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh
hukum, Wakif daat menunjuk kuasanya dengan surat
kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh
2(dua) orang saksi.
Pasal 19:
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau
kuasanya menyerahkan surat dan/atau  bukti
kepemilikan atas harta benda wakaf keada PPAIW.
Pasal 20:
Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
a. Dewasa.
b. Beragama Islam.
c. Berakal sehat.
d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Pasal 21:
(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf;
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud ada ayat
(1) aling sedikit memuat:
a. Nama dan identitas wakif.
b. Nama dan identitas Nazhir.
c. Data dan keterangan harta benda wakaf.

d. Jangka waktu wakaf.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.*

Dalam Pasal 5 PP No. 28 Tahun 1977 jo. Pasal 218

Kompilasi dinyatakan:

(1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan
kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang
kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar
Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2
(dua) orang saksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, penyimangan dari ketentuan
dimaksud dalam ayat (1) daat dilaksanakan setelah
terlebih  dahulu mendapat persetujuan Menteri
Agama.*®

Wakaf itu sendiri, atau shigat wakaf, menurut
para fugoha disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

a. Keberlakuan untuk selamanya
Oleh karena itu, wakaf tidak sah menurut mayoritas
ulama selain Malikiyyah yang mana menunjukan

keberlakuan sementara, tempo tertentu.

**Ahmad Rofig, Hukum Perdata..., h. 407-408.
**Suparman Usman, Hukum Perwakafan..., h.215.
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b.

C.

d.

Langsung dilaksanakan

Artinya, wakaf itu dilaksanakan spontan tanpa

dikaitkan dengan syarat pelaksanaannya diwaktu yang

akan datang.

llzam (keharusan melaksanakan)

Menurut mayoritas ulama selain  Malikiyyah,

penggantungan wakaf dalam syarat khiyar (memilih

untuk membatalkan atau tidak) atau khiyar syarat

(pelaksanaan wakaf dengan syarat) tidak sah, baik

syarat itu diketahui atau tidak.

Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal

Syarat menurut Hanafiyyah ada tiga:

1) Syarat yang batal. Ini yang bertentangan dengan
maksud wakaf, seperti seseorang mensyaratkan
tetapnya barang yang diwakafkan sebagai
miliknya.

2) Syarat Fasid (rusak), yaitu syarat yang merusak
kemanfaatan barang yang diwakafkan,
kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau
bertentangan dengan syara’.

3) Syarat yang benar. Yaitu, setiap syarat yang tidak
bertentangan dengan maksud wakaf dan tidak
merusak manfaatnya, tidak bertentangan dengan
syara’, seperti mensyaratkan hasil pertama wakaf
untuk membayar pajak-pajak yang menjadi

kewajiban sebelum diberikan kepada orang-orang
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yang berhak. Hukumnya, harus diikuti dan

dilaksanakan.
Malikiyyah mengatakan jika orang yang wakaf
mensyaratkan pada orang yang berhak menerima
wakaf agar memperbaiki atau membayar pajak yang
tidak semestinya pada penguasa yang zalim, maka
wakaf sah dan syarat diabaikan.
Mazhab Syafi’iyyah: Jika orang yang wakaf
mensyaratkan ~ menjual  barang  wakaf  atau
mensyaratkan ~ menjual  barang  wakaf atau
mensyaratkan untuk memasukkan siapa pun yang
dikehendaki dan mengeluarkan siapa pun yang
dikehendaki maka wakaf batal menurut pendapat yang
shahih seperti syarat khiyar di atas.
Hanabilah sepakat dengan mereka dan mengatakan:
jika orang yang wakaf mensyaratkan dalam suatu
wakaf suatu syarat rusak seperti memilih khiyar atau
dengan syarat mengalihkan wakaf dari orang yang
mendapatkan wakaf kepada orang lain.
Syarat kelima menurut Syafi’iyyah: penjelasan
penerima wakaf
Kalau orang yang wakaf membatasi ucapannya, “Aku
mewakafkan diri...., dan dia tidak menyebutkan

penerimanya maka menurut pendapat yang paling
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benar adalah batal, sebab tidak disebutkan
penerimanya. ¥’
E. Kedudukan Harta Wakaf

Dalam pandangan al-Maududi (1985) sebagaimana
dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa pemilikan harta dalam Islam
itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala
sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah
lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada
sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu
untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau
tidak mampu, seperti pakir miskin, yatim piatu, manula, anak-
anak terlantar dan pasilitas sosial.

Atas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan
dalam merupakan azas hukum yang universal.Azas tersebut
diambil dari tujuan perwakafan yaitu untuk beribadah atau
pengabdian kepada Allah SWT sebagai wahana komunikasi dan
keseimbangan spiritual antara manusia (makhluk) dengan Allah
(Khalik). Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan
menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk
mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup. Azas
keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik di dunia
maupun di akhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu
dengan masyarakat banyak.

Azas pemilikan harta benda adalah tidak mutlak, tetapi

dibatasi atau disertai dengan ketentuan-ketentuan yang

$'\Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa adilatuhu, (Jajarta: DARUL
FIQRI, 2016),cetakan ke-3, jilid ke-10, h. 312-316.
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merupakan tanggung jawab moral akibat dari kepemilikan
tersebut pengaturan manusia berhubungan dengan harta benda
merupakan hal yang esensial dalam hukum dan kehidupan
manusia.Pemilik harta benda menyangkut bidang hukum, sedang
pencarian dan pemanfaatan harta menyangkut bidang ekonomi
dan keduanya bertalian erat yang tidak bisa dipisahkan.

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah,
wakaf juga disebut amal shadagah jariah, dimana pahala yang
didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut
masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah di ikrarkan
untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari
kepemilikan wakif dan kemnfaatannya menjadi hak-hak penerima
wakaf. Dengan demikian, harta tersebut menjadi amat Allah
kepada orang atau badan hukum (yang berstatus nadzhir) untuk
mengurus atau mengelolanya.

Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk
pemeliharaan lembaga pendidikan atau balai pengobatan yang
dikelola oleh suatu yayasan, misalnya, maka sejak diikrarkan
sebagai harta, tanah tersebut terlepas dari hak milik siwakif,
pindah menjadi hak milik Allah dan merupakan amanah pada
lembaga atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Sedangkan
yayasan tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk
mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi
kesejahteraan masyarakat banyak.

Nazhir dapat menggarap sendiri tanah itu,

menyewakannya, menyerahkannya keada orang lain untuk

*¥Tulus dkk, figih wakaf...., h.67-69.
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dipeliharan dengan perjanjian bagi hasil atau dengan cara lain
yang sekiranya mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi
tujuan wakaf. segala sesuatu yang dihasilkan dari pemeliharaan
dan pengolahan tanah wakaf (harta wakaf) tersebut, yang
diusahakan atas nama Nazhir wakaf pula (Ahmad Azhar Bayir,
1987:17).%
F. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf
dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.“®Pengangkatan nazhir merupakan hak penuh
wakif saat pewakafan.Artinya, ketika wakif mensyaratkan nazhir
tertentu untuk wakafnya, maka pensyaratan tersebut harus
dipenuhi, baik menyaratkan nazhir untuk dirinya sendiri, orang

lain, maupun nazhir setelahnya (urutannya).**

Pada umumnya di dalam Kkitab-kitab figih tidak
mencantumkan Nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. ini
daat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah sukarela yang tidak
mengharap imbalan (tabarru’), kecuali ridha dan pahala dari
Allah Swt. Namun demikian, memerhatikan tujuan wakaf yang
ingin melestarikan manfaat fari benda wakaf, maka kehadiran

nazhir sangat diperlukan.

**Suparman Usman, Hukum Perwakafan..., h. 38.

®BAZDA Provinsi Banten, Himpunan Perundang-undangan Zakat
dan Wakaf, (Serang: Sehati Grafika, 2008), h. 121.

' Mubasyar Bih, dkk., (ed.)Figih Wakaf Lengkap, (Lirboyo: Lirboyo
Press, 2018), h. 58.
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Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

menyebutkan, Nazhir wakaf meliputi: a) perorangan; b)

organisasi; ) badan hukum.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi Nazhir
dijelaskan dalam asal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf a hanya daat menjadi Nazhir apabila memenuhi

persyaratan:

a.
b.
C.
d.
e.
f.

Warga Negara Indonesia;

Beragama Islam;

Dewasa;

Amanah;

Mampu secara jasmani dan rohani; dan

Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b

hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi

persyaratan:

a.

Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi
persyaratan  Nazhir perseorangan sebagaimana
dimaksud ada ayat (1); dan

Organisasi yang bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan

Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf ¢ hanya daat menjadi Nazhir apabila memenuhi

persyaratan:
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a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan
memenuhi  persyaratan  Nazhir  perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di
bidang sosial, endidikan, kemasyarakatan, dan/atau
keagamaan Islam.*

Ketika wakif tidak menyaratkan nazhir kepada siapapun
maka menurut Qaul al-Madzhab, yang berhak menjadi nazhir
adalah hakim. Apabila tidak ada hakim atau hakim yang ada tidak
adil dan tidak layak mengelola harta wakaf, maka posisinya dapat
ditempati oleh Shulaha’ Ahl Balad al-Waqf (ulama setempat),
orang yang paham dengan pengelolaan wakaf atau orang yang
tidak paham namun meminta petunjuk kepada orang yang paham
tentang wakaf sehingga pengolahannya sesuai dengan aturan
syariat.

Ketika nazhir kehilangan keahliannya, maka hak
mengelola wakaf diserahkan kepada hakim, meskipun nazhir
tersebut adalah pihak yang disyaratkan wakif saat perwakafan.
Sedangkan menurut Imam Ibnu Rif’ah, apabila yang hilang
keahliannya adalah nazhir yang disyaratkan oleh wakif, maka hak
pengolahan wakaf beralih kepada nazhir setelahnya, sesuai tertib

yang disyaratkan wakif.

*Ahmad Rofig, Hukum Perdata..., h. 400-401.
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Jabatan nazhir tidak dapat diwariskan, namun dapat
digantikan oleh ahli waris nazhir setelah meninggalnya, apabila
disyaratkan oleh wakif saat pewakafan. Apabila pewakaf tidak
mensyaratkan, maka pengangkatan nazhir wakaf menjadi wilayah
Hakim atau Shulaha’ Ahl Balad al-Waqf sesuai dengan perincian
hukum dalam sub keterangan “Pihak yang berhak menjadi
nazhir” dan “Hukum mengelola harta wakaf”.

Syarat nazhir ada dua, yaitu adil dan berkompeten
mengurus wakaf. Bila yang mengangkat nazhir adalah hakim
maka wajib adil secara batin.Begitupula bila yang
mengangkatnya adalah wakif menurut pendapat Mu tamad versi
ar-Ramli dan Ibn Hajar al-Haitami.Namun, menurut sebagian
ulama diantara Imam al-Adzra’i dan Imam az-Zayad’i cukup adil
lahirnya saja.

Maksud adil batin adalah keadilan yang setandarnya
dirujukan kepada pendapat dua orang yang bersaksi atas
keadilannya, sedangkan adil lahir adalah keadilan yang pada
orangnya tidak diketahui melakukan perbuatan dosa yang
menyebabkan dirinya berstatus pasik.

Tugas nazhir adalah menjaga harta pokok wakaf dengan
penuh kehati-hatian, mengembangkan hasilnya seperti dengan
menyewakannya, membangun, membagikan hasilnya kepada
orang-orang yang berhak dan berbagai hal yang berkaitan dengan
kemaslahatan wakaf. Diantaranya mencari hutang untuk

kemaslahatan wakaf saat dibutuhkan, namun bila hal itu
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disyaratkan oleh wakif atau mendapat izin hakim dan menurut al-
Bulgini dan as-Subuki tidak harus izin hakim.*

Nazhir berhak mendapatkan upah pengurusan harta
wakaf selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya
upah upah sesuai dengan ketentuan wakif.Bila wakif tidak
menentukan besarya upah nazhir, hakim dapat menentukan
besarnya upah itu sesuai dengan berat ringannya tugas yang
dibebankan kepada nazhir.

Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya, nazhir tidak
dibebankan resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila
kerusakan terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaan

nazhir ditetapkan oleh pengadilan atau penguasa lainnya.*

** M. Mubasyar Bih, dkk., (ed.)Figih Wakaf ..., h. 59-67.
# Suparman Usman, HukumPerwakafan...,h. 34.



BAB IV
ANALISIS PROBLEMATIKA AKTA IKRAR WAKAF
DI DESA KALIASIN

A. Kondisi Perwakafan di Desa Kaliasin

Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara
kepada beberapa narasumber, penulis dapat menyimpulkan
bahwadi Desa Kaliasin terdapat wakaf tanah kering dan tanah
sawah akan tetapi perwakafan di Desa Kaliasin masih belum
terkelola dengan baik karena ada beberapa aset wakafberupa
tanah sawah yang hasil panennya belum dipergunakan semana
mestinya. Hal ini terjadi karena Nazhir tidak mengurus sendiri
semua tanah sawah tersebut melainkan sebagian dilimpahkan
kepada orang lain untuk digarap karena Nazhir merasa tidak
sanggup jika hanya sendiri dalam mengurus aset wakaf berupa
tanah sawah yang sangat luas dan jika waktu panen tiba maka
penggarap akan memberikan hasil panennya kepada Nazhir
setelah dipotong untuk pembiayaan pupuk dan pengurusan tanah
sawah selama masa cocok tanam.” Sedangkan wakaf tanah
kering sebagian besar dipergunakan untuk pembangunan masjid,
mushola, sekolahan,untuk pemakaman dan di Desa Kaliasin ini
belum ada wakaf yang dikelola secara produktif.*® Hal ini terjadi

karena Nazhir tidak tahu bagaimana cara mengelola tanah wakaf

** Bapak Gamrawi, Nazhir Desa Kaliasin, wawancara dengan penulis
dirumahnya, tanggal 11 Januari 2019.

**Mulyani, Nazhir Desa KaliasinKecamatan Sukamulya, Wawancara
dengan penulis di rumahya, Tanggal 13 Januari 2019.
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agar bisa menjadi produktif. Sedangkan menurut penulis, jika

tanah wakaf digunakan dengan produktif maka akan memberikan

nilai ekonomis kepada tanah tersebut dan bisa lebih dimanfaatkan

untuk kepentingan lainnya. Berikut adalah data tabel tanahwakaf

yang ada di Desa Kaliasin:

Diketahui

Tidak
) _ Harta | Ada
No Wakif Nazhir Lokasi Ada
wakaf AIW
AlW
1 | H.Suherman | Gamrawi | 1624m? | RT 07 v ~
2 | Komarudin | Nuryadi |1379m? |RTO07 | _ v
3 | H. Sarja Nuryadi |249m* |RTO06 | _ v
4 | Sarmili Nuryadi |876 m* |RTO08 | v
Tidak ) RT 06
5 _ _ Nasim 253 m2 _ v
Diketahui
Tidak ) , | RT 06
6 _ _ Nasim 451 m _ v
Diketahui
Tidak ) , |RT06
7 _ _ Nasim 480 m _ v
Diketahui
Tidak ) 1552 RT 03
8 _ _ Nasim ) _ 4
Diketahui m
TidakDiketa ) , |RT04
9 _ Nasim 456 m _ 4
hui
Tidak ) , |RTO7
10 Nasim 902 m _ v
Diketahui
Tidak , |RTO3
11 Nasim 991 m v
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12 | H. Parta Mulyani | 400 m* | RT 05 v B
13 | H. Parta Mulyani | 435 m* | RT 03 v ~
14 | Marwati Mulyani | 915 m* | RT 02 v B
15 | H. Parta Mulyani | 405 m* | RT 02 v _
16 | H. Parta Mulyani | 398 m* | RT 02 v B
17 | H. Parta Mulyani | 422 m® | RT 07 v B
18 | H. Parta Mulyani | 1197m | RT 07 v _
19 | H. Parta Mulyani | 1326m° | RT 05 v _
20 | H. Parta Mulyani | 500 m* | RT 05 v ~
21 | Rahiyan Mulyani | 344 m* | RT 05 v _
22 | Marwati Mulyani | 846 m* | RT 02 v B
23 | Durahman | Gamrawi | 200m? |RTO04 | v
24 | H. Kaniin Gamrawi | 500m’ |RTO04 | v
25 | H.Nurdin | Gamrawi | 150m* |RTO04 | _ v
26 | H. Dayat Gamrawi | 43m° |RTO04 | v
Tidak ) 5
27 _ ) Nawawi | 1251m° | RT 04 _ v
Diketahui

28 | Sartimah Mulyani | 200m* |RTO05 | v
29 | Abdullah Tohir 831m” | RT 05 v _
30 | Abdullah Tohir 984m’ | RT 06 v

Sumber: Data Wakaf dari KUA Kecamatan Sukamulya Tahun 2018,

Bapak Mulyani dan Bapak Gamrawi (Nazhir).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hanya sebagian

harta wakaf yang sudah memiliki AIW sedangkan sebagian yang

lain belum memiliki AIW, bahkan ada sebagian harta wakaf yang

tidak diketahui siapa wakifnya. Hal tersebut terjadi karena
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beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya penjelasan dari
Nazhirterdahulu tentang siapa wakif atau dimana surat-surat
mengenaitanah wakaf tersebut, sehingga ketika Nazhir tersebut
meninggal dunia maka ada beberapa ketidakjelasan mengenai
wakaf tersebut dikemudian hari seperti siapa wakifnya, luas tanah
yang diwakafkan, peruntukan wakafnya dan hal yang lainnya.*’
Dan sampai sekarang, terhadap harta benda wakaf yang tidak
memiliki AIW masih dibiarkan begitu saja karena Nazhir merasa
meskipun tidak ada AIW harta wakaf akan tetap aman dan tidak
akan ada yang menggugat.*®
B. Problematika Pencatatan Ikrar Wakaf di Desa Kaliasin

Pencatatan ikrar wakaf yang selanjutnya diatur dalam PP
No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf pada Pasal 1 Ayat 7 menjelaskan bahwa AKta
Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti
pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda
miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta
benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.*’Oleh karena
itu, sangat penting bagi setiap harta benda wakaf memiliki AIW
sebagai bukti autentik bahwa harta benda tersebut adalah benda
wakaf.

Dari data tabel tanah wakaf di atas dapat dilihat
bahwasannya masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki

“’'Bapak Gamrawi, Nazhir Desa Kaliasin, wawancara dengan
penulisdirumahnya, tanggal 11 Januari 2019.

“Mulyani, Nazhir Desa KaliasinKecamatan Sukamulya, Wawancara
dengan penulis di rumahya, Tanggal 13 Januari 2019.

“BAZDA Provinsi Banten, Himpunan Perundang-undangan..., h.
147.
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AIW,meskipun telah ada undang-undang atau peraturan yang

mengatur tentang pembuatan AIW namun peraturan-peraturan

yang telah dikeluarkan itu dianggap masih belum memadai dalam

menghadapi arus globalisasi saat ini, maka diperlukan peraturan

baru tentang wakaf yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat

ini.°Dan jika dibiarkan begitu saja tidak menutup kemungkinan

tanah wakaf yang telah ada bisa saja hilang karena tidak adanya

bukti autentik untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah

tanah wakaf, apalagi kebutuhan tanah terus meningkat seiring

dengan pertumbuhan masyarakat. Setelah penulis melakukan

observasi dan wawancara, penulis dapat melihat bahwasannya

diDesa Kaliasin sendiri terdapat beberapa faktor mengenai tanah

wakaf yang tidak memiliki AIW baik itu tanah wakaf berupa
tanah kering atau tanah basah (sawah), yaitu:

1. Nazhir yang Tidak Profesional

Nazhir merupakan salah satu aspek penting pada

bidang perwakafan karena nazhirlah yang akan mengelola

harta benda yang telah diberikan oleh wakif, sehingga

tidak sembarang orang bisa menjadi seorang nazhir

karena untuk menjadi seorang nazhir haruslah mengerti
tentang wakaf secara baik dan benar.

Di Desa Kaliasin terdapat lebih dari dua orang

Nazhir akan tetapi Nazhir yang mengerti tentang

administrasi perwakafan hanya satu yaitu Bapak Mulyani,

karena dalam pasal 11 huruf a UU No. 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf bahwa Nazhir mempunyai tugas

S0 Abdul Manan, Aneka Masalah..., h. 236.
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melakukan pengadministrasianharta benda  wakaf.”

Sehingga Nazhir harus mempunyaipengetahuan tentang
bagaimana pengadministrasian dalam wakaf, karena hal
ini sangat dibutuhkan untuk membuat bukti autentik
bahwa harta benda tersebut adalah harta benda wakaf.

Dan Nazhir yang lainnya kurang memahami
tentang administrasi dalam perwakafan mereka hanya
mengerti tentang rukun dan syarat wakafnya saja. Di Desa
Kaliasin sendiri Nazhir hanya sebagai profesi sampingan
saja sehingga fungsi dari Nazhir itu sendiri tidak berjalan
secara maksial, karena mereka beranggapan dengan hanya
menerima dan mengurus harta benda wakaf dengan baik
saja sudah dianggap cukup tanpa harus mengurus hal yang
lainnya.

Bahkan Bapak Gamrawi sebagai salah satu
nazhir yang ada di Desa Kaliasin tidakmengetahui bahwa
dalam perwakafan harus adanya AIW untuk selanjutya
dibuatkan sertifikat wakaf sebagai pembuktian bahwa
harta benda tersebut telah diwakafkan. Dan ketika ada
yang hendak mewakafkan harta bendanya Nazhir ini
hanya menerima saja tanpa menanyakan surat
kepemilikan harta benda tersebut, karena Nazhir tersebut
merasa bahwa dengan adanya seseorang mewakafkan

sebagian hartanyanya saja dia sudah merasa bersyukur

S'BAZDA Provinsi Banten, Himpunan Perundang..., h. 123.
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bahwa masih ada yang ingin menyisihkan sebagian dari
harta yang dimilikinya.

Ketika wakif mewakafkan harta bendanya dan
kemudian menunjuk seseorang untuk menjadi Nazhir,
wakif tidak melihat lagi apakah orang yang ditunjuknya
ini mempunyai pengetahuan atau kemampuan dalam
mengelola wakaf secara baik karena mereka hanya
mengikuti wakif sebelumnya dalam hal kepada siapa
menyerahkan harta benda wakaf tersebut dan hal ini
berlangsung sampai saat ini.

Salah satu contoh penyebab mengapa adanya
nazhir yang tidak profesional seperti yang terjadi disalah
satu Masjid yang ada di Desa Kaliasin memiliki kebiasaan
yang sudah terjadi sejak jaman dahulu bahwa ketika
seseorang terpilih menjadi ketua pengurus masjid secara
otomatis merangkap menjadi seorang nazhir, hal tersebut
terjadi tanpa memperdulikan bahwa yang menjadi nazhir
tersebut mempunyai pengetahuan atau kemampuan dalam
hal perwakafan atau tidak.Sehingga hal itu menjadi salah
satu alasan mengapa di Desa Kaliasin terdapat harta benda
wakaf yang tidak memiliki AIW.

Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi tentang wakaf ini sangat perlu

dilakukan karena hal tersebut dapat membangun

pemikiran masyarakat terhadap perwakafan, akan tetapi

*2Gamrawi, Nazhir Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Kabupaten

Tangerang, Wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 11 Januari 2019.
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pada kenyataannya sosialisasi tentang wakaf belum
pernah dilakukan hingga saat ini. Oleh sebab itu
masyarakat Desa Kaliasin pada umumnya belum
memahami dengan baik dan benar bagaimana wakaf
secara keseluruhan, baik dari segi rukun, syarat, maupun
secara administrasinya. Memahami segala sesuatu yang
berkaitan dengan wakaf bagi masyarakat sangat penting
karena dengan memahaminya masyarakat dapat
mengetahui apa saja yang harus dilakukan jika ingin
mewakafkan hartanya. Sebagian masyarakat Desa
Kaliasin beranggapan bahwa jika ingin mewakafkan
hartanya cukup dengan mengatakannya kepada Nazhir
atau dengan memberikan surat-surat kepemilikan atas
harta benda yang akan diwakafkan.*

Salah satu faktor kurangnya sosialisasi
dikalangan masyarakat tentang perwakafan karena tidak
ada anggaran khusus dari pemerintah untuk melakukan
sosialisasi, karena untuk melakukan sosialisasi dibutuhkan
anggaran baik untuk mengundang narasumber maupun
sekedar ~memberikan  jamuan sederhana  kepada
masyarakat atau tamu undangan yang datang dalam
sosialisasi tersebut. Sehingga terasa agak sulit untuk
melakukan sosialisasi secara menyeluruh di kalangan
masyarakat, karena PPAIW atau Nazhir hanya mampu

memberikan sosialisasi tentang perwakafan kepada Amil

>*Gamrawi, Nazhir Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Kabupaten
Tangerang, Wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 11 Januari 2019.
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atau tokoh masyarakat itupun dilakukan disela-sela
pengajian yang diadakan oleh KUA setiap satu bulan
sekali.>* Oleh sebab itu masih banyak sekali masyarakat
yang belum memahami wakaf secara baik dan benar.
Kurangnya Kepedulian Wakif/Masyarakat Terhadap
Adanya AIW

Kurangnya kepedulian terhadap AIW ini berawal
dari pemahaman wakif mengenai perwakafan yang masih
kurang bahkan rasa malas untuk mencari tahu tenang
wakaflah yang lebih mendominasi mereka, sehingga
ketika wakif inginmewakafkan harta bendanya ia hanya
berikrar secara lisan saja tanpa memperdulikan ikrar
secara tertulis. Karena masyarakat hanya memahami
bahwa wakaf adalah salah satu cara untuk bersyukur atas
apa yang telah Tuhan berikan, dengan memberikan
sebagian kecil dari hartanya saja untuk berwakaf sudah di
anggap cukup tanpa memperduikan hal yang lainnya.>
Ditambah lagi satu kenyataan bahwa selama ini tidak ada
gugatan atau tuntutan dari siapa pun terhadap harta benda
wakaf yang sudah ada. Selain itu bahwa diatas tanah
wakaf yang sudah ada telah berdiri sarana umum baik
berupa sarana ibadah atau pendidikan, sehinga masyarakat
berpikir bahwa tidak akan ada yang menggugat harta

Dengan
20109.

> Juki, Kepala KUA/PPAIW Kecaatan Sukamulya, Wawancara
Penulis di Kantor KUA Kecaatan Sukamulya, Tanggal 08 Januari

®  Ansori, Tokoh Masyarakat, Wawancara dengan penulis

dirumahnya, Tanggal 11 Januari 2019.
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wakaf tersebut meskipun tidak memiliki AIW atau
sertifikat wakaf.

Pemikiran masyarakat yang seperti itulah yang
menyebabkan banyak tanah wakaf yang tidak memiliki
AIW sebagai salah satu bukti bahwa harta tersebut telah
diwakafkan. Dan jika hal seperti ini terus berlanjut maka
tidak menutup kemungkinan harta benda wakaf yang
sudah ada akan tidak terurus bahkan hilang karena tidak
adanya rasa peduli dari wakif atau masyarakat dalam
menjaga harta benda wakaf.

Kurangnya Syaratan Administrasi

Penyebab paling banyak tanah wakaf tidak
memiliki AIW selama penulis melakukan penelitian ini
adalah kurangnya persyaratan administrasi ketika akan
membuat ikrar wakaf/akta ikrar wakaf, sehingga membuat
wakif atau nazhir mengurungkan niatnya untuk membuat
AIW. Sedangkan hal tersebut sudah diatur dalam dalam
Pasal 28 sampai Pasal 34PP No. 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Banyak wakif di Desa Kaliasin yang tidak memiliki bukti
kepemilikan tanah seperti tidak adanya sertifikat tanah,
AJB (Akta Jual Beli) atau yang lainnya. Hal tersebut
terjadi karena sebagian dari masyarakat mendapatkannya
dari warisan/turunan dari orang tua terdahulu yang
memang tidak memiliki bukti hak milik dan ketika ingin
mengurus bukti kepemilikannya atas tanah tersebut
mereka terhalang oleh biaya yang di anggap terlalu
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mahalkarena untuk mengurusnya dibutuhkan biaya dan
waktu yang tidak sedikit atau mereka beralasan bahwa
teralalu ribet dalam mengurusnya dan tidak jarang pula
ketika mereka ingin mengetahui asal usul tanah yang
dimilikinya itu dengan melihat Letter C*® (tanda bukti
kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berada di
kantor desa/kelurahan)®” mereka tidak dapat melihat
Letter C karena sudah tidak ada baik itu datanya sudah
tidak disimpan lagi karenaterlalu lama ataupun telah
hilang.®

Salah satu contohnya adalah tanah yang di
wakafkan oleh Ibu Sartimah, ketika awal mewakafkan
tanah tersebut hanya di ikrarkan secara lisan saja dan
ketika ibu Sartimah telah meninggal dunia barulah tanah
wakaf tersebut akan diurus ikrar secara tertulisnya akan
tetapi ketika nazhir dan salah satu ahli waris dari wakif
tersebut akan mengurusnya ke PPAIW ada salah satu
syarat yang kurang vyaitu tidak adanya tanda tangan dari
ahli waris yang lain, karena ahli waris dari ibu Sartimah
ini tinggal di kota yang berbeda-beda sehingga untuk
mengurusnya butuh biaya yag tidak sedikit. Karena hal

tersebutdi perlukan untuk surat pernyataan bahwa ahli

>® Mulyani, Nazhir Desa KaliasinKecamatan Sukamulya, Wawancara

dengan penulis di rumahya, Tanggal 13 Januari 2019.

>’ “Bukan sertifikat sah, Kenali Macam-Macam Surat Tanah

Tradisional ini” https://www.99.co, diakses pada 22 April 2019, pukul 20.00

WIB.

*% Mulyani, Nazhir Desa KaliasinKecamatan Sukamulya, Wawancara

dengan penulis di rumahya, Tanggal 13 Januari 2019.
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waris mengetahui bahwa tanah tersebut telah di wakafkan
oleh orang tuanya semasa hidup dan sampai saat ini tanah
wakaf tersebut masih belum memiliki AIW. Dan untuk
harta wakaf yang sudah terlanjur tidak memiliki AIW
nazhir berharap akan ada kembali bantuan dari
pemerintah, karena memang sebelumnya sudah ada
bantuan dari pemerintahdi tahun 2004  berupa
pensertifikatan tanah wakaf yang tidak memiliki AIW
atau sertifikat wakaf. Akan tetapi bantuan tersebut hanya
untuk sebagian harta wakaf saja dan sebagian yang
lainnya masih belum memiliki AIW atau setifikat
wakaf.Meskipun ada anggaran dari Kementerian Agama
melalui dana hibah APBD pemerintah Kabupaten
Tangerang akan tetapi dana tersebut hanya untuk
peningkatan dari AIW ke sertifikat wakaf saja.

Bapak Mulyani sebagai salah satu nazhir
berharap suatu saat Pemerintah akan memberikan
kemudahan atau solusi mengenai harta benda wakaf yang
tidak memiliki AIW, sehingga harta benda wakaf akan
tetap terjaga dan tidak ada yang dapat menggugatnya
dikemudian hari.”

C. Akta Ikrar Wakaf dalam Peraturan/Perundang-Undang
Seiring  berjalannya waktu pemerintah  semakin
memperhatikan tentang keberadaan wakaf, hal ini dibuktikan

dengan telah keluarnya berbagai peraturan atau perundang-

> Mulyani, Nazhir Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya, Wawancara
dengan penulis di rumahya, Tanggal 13 Januari 2019.
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undangan. Dilansir dari tribunnews.com bahwa tercatat dari
Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi aset wakaf per
tahunmencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah420 ribu
hektare (ha). Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam
yang berdimensi spiritual, wakaf juga meruakan poin penting
mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Inilah dimensi sosial dari
wakaf.®® Sehingga segala peraturan atau perundangan-undangan
mengenai pengelolaan wakaf sangat diperlukan agar tetap
menjaga keberlangsungan wakaf.

Agar wakif dalam melaksanakan wakaf berjalan secara
benar dalam kompilasi Pasal 233 jo. Pasal 9 PP No. 28 Tahun
1977, diataursebagai berikut:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar
wakaf di hadapan PPAIW untuk melaksanakan Ikrar
Wakaf.

2. Isi dan bentuk lkrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri
Agama.

3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan AIW,
dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi.

4. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1)
pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada
pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6) surat-surat
sebagai berikut:

a. Tanda bukti kepemilikan harta benda.

80<potensi Aset Wakaf Rp 2000 T per Tahun dan Luas Tanah Wakaf
capai 240 Ribu Hektar” http://tribunnews.com, diakses pada 15 Maret 2019,
pukul 14.00 WIB.
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b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak
bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari
Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat
yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak
dimaksud.

c. Surat atau dokumen tertulis yamg merupakan
kelengkapan dari benda tidak bergerak yang
bersangkutan.

Dalam Pasal 9 PP No. 28 Tahun 1977 tersebut ada
tambahan, yaitu pada huruf dizin dari Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah cg. Kepala Sub Direktorat Agraria, sekarang
Kepala Badan Pertanahan setempat.

Setelah ikrar wakaf dilaksanakan dan dituangkan dalam
Akta Ikrar Wakaf, langkah berikutnya dijelaskan dalam pasal
224: “Setelah AIW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala KUA Kecamatan atas
nama Nazhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan
permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan
benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan
kelestariannya”.

Dalam Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977 ditambahkan
beberapa ayat sebagai berikut:

1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub
Direktorat  Agraria  setempat, setelah  menerima
permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan
tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan

sertifikat.
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2) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai
sertifikat, maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat
(2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan
sertifikatnya.

3) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan
perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).

4) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik
dalam buku tanah dan sertipikatnya seperti dimaksudkan
dalam ayat (2) dan (3), maka nazhir yang bersangkutan
wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Agama.

Tambahan dalam Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977 diatas
adalah sebagai konsekuensi PP ini dikeluarkan yang tujuannya
untuk mengatur perwakafan tanah milik. Sementara dalam
kompilasi lebih bersifat umum dan tidak membatasi harta benda
yang diwakafkan.

Dalam bagian kedua UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf, diatur tentang pembuatan AIW dan APAIW (Akta
Pengganti Akta lkrar Wakaf) yang isinya Pasal 28-36 yang akan
dikutip dibawah ini.

Pasal 28:
Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi
persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah
atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau

tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.
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Pasal 29:

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi

persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak

selain uang.
Pasal 30:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk
AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan,
diselenggarakan dalam majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri
oleh Nazhir, Mauquf’alaih dan sekurang-kurangnya2
(dua) orang saksi.

Kehadiran Nazhir dan Mauquf’alaih dalam Majelis Ikrar
Wakaf untuk wakaf benda berupa uang dapat dinyatakan
dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau Mauquf’alaih.
Dalam hal Mauquf’alaih adalah masyarakat luas (public),
maka kehadran Mauquf’alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli.
Wakaf ahli sebagaimana dimaksudpada ayat (4)
diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat
berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.

Dalam sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka
wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf
khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri

berdasarkan pertimbangan BWI.
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Apabila Wakif sudah mengikrarkan wakafnya, namun

belum dituangkan dalam AIW, sementara sudah diketahui adanya

perbuatan wakaf berdasarkan berbagai petunjuk (garinah) dan 2

(dua) orang saksi, serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif

telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya,
maka dibuat APAIW. Demikian yang diatur dalam Pasal 31.

Untuk lebih jelasnya tata cara pembuatan AIW benda

tidak bergerak sebagian dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17

dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

a.
b.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi
perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b
terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan
AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar
Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
AIW vyang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2
(dua) orang saksi, dan/atau Mauquf’alaih disahkan oleh
PPAIW.

Salinan AIW disampaikan kepada:

1. Wakif;

2. Nazhir;

3. Mauquf’alaih;
4. Kantor Pertahanan Kabupaten/Kota dalam hal benda

wakaf berupa tanah; dan
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5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf
berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda
bergerak selain uang

Selanjutnya, apabila wakaf terjadi dan belum di buatkan
AIW, maka dibuuatkan APAIW sebagaimana diatur dalam pasal
35%% PP NO. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai berikut:

1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan
masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda
wakaf.

2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang
mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya
petunjuk (garinah) tentang keberadaan benda wakaf.

3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan
APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut
berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut
kepada PPAIW setempat.

4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW
beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor
pertahanan kabupaten/kota setempat dalam rangka
pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka

®'Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT
RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), h. 421-424.
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waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
penandatanganan APAIW.%

Meskipun telah ada aturan yang mengatur tentang AIW
dan APAIW untuk perwakafan yang telah dijelaskan diatas pada
prakteknya masih banyak harta benda wakaf baik itu benda
bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak atau belum
memiliki  AIW, hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan

masyarakat akan pentingnya ikrar tertulis dalam perwakafan.

%2 BAZDA Provinsi Banten, Himpunan Perundang-undangan..., h.
157-158.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab pertama sampai
bab keempat mengenai Problematika Pencatatan Ikrar Wakaf
yang terjadi di Desa Kaliasin, maka penulis dapat menarik
kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dari data yang telah penulis dapatkan, dapat disimpulkan
bahwa di Desa Kaliasin terdapat banyak harta wakaf.
Akan tetapi dapat dilihat bahwa hanya sebagian harta
wakaf yang sudah memiliki AIW sedangkan sebagian
yang lain belum memiliki AIW, bahkan ada sebagian
harta wakaf yang tidak diketahui siapa wakifnya.

2. Perwakafan di Desa Kaliasin belum berjalan dengan baik,
karena masih banyak harta benda wakaf yang tidak
memiliki AIW. Hal tersebut terjadi karena berbagai
faktor, di Desa Kaliasin sendiri terdapat beberapa faktor
mengenai hal tersebut yaitu nazhir yang tidak profesional,
kurangnya sosialisasi, kurangnya kepedulian
wakif/masyarakat dan kurangnya syaratan administrasi.
Empat hal itulah yang menjadi problematika mengapa
perwakafan di Desa Kaliasin masih banyak yang tidak
memiliki AIW.

3. Meskipun sudah ada undang-undang atau peraturan yang

mengatur tentang pencatatan harta benda wakaf, pada
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kenyataannya masih belum terlaksana secara maksimal,
meskipun terus dilakukannya perubahan undang-undang
atau peraturan tentang wakaf akan tetapi masih banyak

tanah yang belum memiliki AIW.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas dapat diuraikan bahwa ada

beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, diantaranya:

1. Dihimbau kepada Pemerintah terkait dalam hal ini adalah

Badan Wakaf  Indonesia (BWI) untuk melakukan
pendataan harta benda wakaf yang sudah ada, sehingga
dapat diketahui mana yang sudah memiliki AIW dan yang
belum memiliki AIW untuk diberikan solusi agar harta
benda wakaf tetap terjaga dengan baik.

Menghimbau kepada Pemerintah terkait agar melakukan
sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya AIW
sebagai alat bukti dalam perwakafan agar masyarat
mempunyai rasa peduli dan menjaga terhadap harta benda
wakaf tersebut. Dan diharapkan akan ada pelatihan bagi
nazhir, sehingga nazhir mempunyai pengetahuan dan

kemampuan dalam mengelola harta benda wakaf.

. Diharapkan agar pemerintah lebih mensosialisasikan

tentangperaturan/perundang-undangan  tentang  wakaf
sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana
perwakafan dalam peraturan/perundang-undangan dan
bukan hanya mengetahui wakaf menurut hukum Islam

saja.



